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PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI 

SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017-2021 

 

Oleh: 

Amelia Aryanti 

Program Studi D4 Akuntansi Keuangan 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menginterpretasikan kinerja keuangan 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2017-2021 yang dinilai 

berdasarkan rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, pertumbuhan, dan derajat 

desentralisasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif 

deskriptif dengan menggunakan teknik dokumentasi untuk pengumpulan data. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan realisasi 

anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2021. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

tahun 2017-2021 berdasarkan rasio kemandirian memiliki kategori sedang dengan 

pola hubungan partisipatif, rasio efektivitas memiliki kategori efektif, rasio efisiensi 

memiliki kategori kurang efisien, rasio pertumbuhan mengalami penurunan dalam 

beberapa tahun dan kenaikan dalam satu tahun, rasio derajat desentralisasi memiliki 

kategori cukup. Secara umum, kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera 

Selatan dinilai cukup baik dalam mengelola APBD-nya. 

 

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi, 

Pertumbuhan, Derajat Desentralisasi. 
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ASSESSMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE OF THE 

GOVERNMENT OF SOUTH SUMATRA PROVINCE FOR FISCAL YEAR 

2017-2021 

 

By: 

Amelia Aryanti 

D4 Financial Accounting Study Program 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to measure and interpret the financial performance of the South 

Sumatra Provincial Government for the 2017-2021 fiscal year, which is assessed 

based on the ratio of independence, effectiveness, efficiency, growth, and the 

degree of decentralization. The type of research used is quantitative descriptive 

research using documentation techniques for data collection. The data used in this 

study is secondary data in the form of a report on the realization of the South 

Sumatra Provincial Government budget for 2017-2021. The results of this study 

indicate that the financial performance of the South Sumatra Provincial 

Government in 2017-2021 based on the independence ratio has a medium category 

with a participatory relationship pattern, the effectiveness ratio has an effective 

category, the efficiency ratio has a less efficient category, the growth ratio has 

decreased in several years and increased in one year, the ratio of degrees of 

decentralization has a sufficient category. In general, the financial performance of 

the South Sumatra Provincial Government is considered quite good in managing 

the budget. 

 

Keywords: Regional Financial Performance, Independence, Effectiveness, 

Efficiency, Growth, Degree of Decentralization. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dengan adanya pergantian sistem pemerintahan dari masa orde baru ke era 

reformasi saat ini, membuka peluang lahirnya otonomi daerah yang ditandai dengan 

adanya transfer kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah 

daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dimulai dengan berlakunya Undang-Undang 

(UU) Nomor 32 Tahun 2004 yang menggantikan UU Nomor 22 Tahun 1999, 

kemudian pada tahun 2014 diterbitkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagai 

bentuk revisi atas UU Nomor 32 tahun 2004. Dengan ditetapkannya regulasi 

tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan daerahnya sendiri serta dituntut untuk mampu mengelola 

sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Tujuan dari otonomi daerah 

adalah mempercepat pembangunan wilayah dan pertumbuhan ekonomi penduduk 

setempat (Sirait et al., 2022). 

Otonomi daerah memberikan kesempatan terbuka kepada pemerintah daerah 

untuk melihat segala permasalahan dan kebutuhan yang mendasar di daerahnya, 

sehingga diharapkan adanya peningkatan terhadap kualitas pelayanan publik dan 

tercapainya kesejahteraan sosial secara merata. Menurut Halim (2007) suatu daerah 

dapat dikatakan mampu melaksanakan otonomi apabila (1) memiliki kemampuan 

keuangan daerah yang baik, artinya daerah harus mempunyai kewenangan untuk 

mengelola dan menggali sumber-sumber keuangan daerahnya yang akan digunakan 

untuk menyelenggarakan dan membiayai pemerintahannya sendiri, (2) tingkat 

ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat harus relatif kecil supaya 

pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian dari sumber keuangan yang 

tertinggi sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. 
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Cerminan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya 

dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut UU 

Nomor 33 Tahun 2004, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan 

daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan 

perwakilan rakyat daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dengan adanya 

penerapan otonomi daerah, maka anggaran ditentukan oleh pemerintah daerah 

sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah tersebut (Putri et al., 2021). 

Pengukuran kinerja terhadap APBD perlu dilakukan untuk mengetahui apakah 

pengelolaan APBD tersebut sudah dilakukan dengan baik. Selain itu, dengan 

adanya pengukuran kinerja tersebut, dapat dijadikan sebagai evaluasi dan tolak ukur 

untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode selanjutnya (Zuhri & 

Soleh, 2016). 

Penyerapan anggaran merupakan salah satu topik yang kerap 

diperbincangkan saat mendekati akhir tahun anggaran. Hal ini disebabkan karena 

tingkat penyerapan anggaran daerah yang rendah. Kejadian ini selalu terulang 

setiap tahun, sehingga menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang belum mampu 

untuk memanfaatkan APBD secara optimal (Saputra, 2021). Menurut Kemendagri 

(2021) Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu daerah yang memiliki serapan 

anggaran belanja yang rendah. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini. 

Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017- 

2021 

Tahun Anggaran Realisasi Persentase 

2017 6.439.523.470.869,00 5.788.552.526.667,59 89,89 % 

2018 7.426.770.057.057,95 6.763.760.533.371,09 91,07 % 

2019 7.074.829.339.229,22 6.422.760.771.550,39 90,78 % 

2020 7.901.928.827.814,38 6.900.475.143.744,16 87,33 % 

2021 11.410.177.341.872,00 10.060.730.260.979,39 88,17 % 

Rata-rata 89,45% 

Sumber: Data diolah 
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Berdasarkan tabel di atas, tingkat penyerapan anggaran pada Provinsi 

Sumatera Selatan mengalami kenaikan dan penurunan (fluktuatif) dengan nilai rata-

rata sebesar 89,45%. Pada tahun 2017, realisasi belanja sebesar 89,89%, kemudian 

pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 91,07%, namun pada tahun 2019 

dan tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan dengan persentase sebesar 

90,78% lalu turun menjadi 87,33%. Pada tahun 2021 realisasi belanja mengalami 

sedikit kenaikan menjadi 88,17%. Padahal jika ditinjau berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 158, kinerja penganggaran dinilai baik apabila 

kementerian negara/lembaga memiliki persentase penyerapan anggaran paling 

sedikit sebesar 95%. Dengan serapan anggaran yang berfluktuasi pada Provinsi 

Sumatera Selatan, menunjukkan bahwa penyerapan anggaran pada Provinsi 

Sumatera Selatan belum mampu dilaksanakan secara maksimal. 

Penyerapan anggaran pada pengadaan barang dan jasa menjadi hal yang 

penting untuk dilakukan, karena pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu 

cara dalam membangkitkan perekonomian bangsa. Dengan terlaksananya 

pengadaan barang dan jasa secara efektif dan efisien, diharapkan akan memperoleh 

penggunaan anggaran yang maksimal (Marbun, 2010). Provinsi Sumatera Selatan 

juga memiliki tingkat serapan yang rendah pada belanja barang dan jasa. Data 

tersaji sebagai berikut: 

Tabel 1.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Provinsi Sumatera 

Selatan Tahun 2017- 2021 

Tahun Anggaran Realisasi Persentase 

2017 1.210.114.980.395,00 1.108.078.001.845,00 91,57 % 

2018 1.506.908.550.153,00 1.375.068.372.158,94 91,25 % 

2019 1.656.097.451.834,20 1.405.117.520.744,41 84,85 % 

2020 1.522.451.937.658,71 1.392.760.537.519,30 91,48 % 

2021 2.062.603.115.941,00 1.811.885.209.417,49 87,84 % 

Rata-rata 89,40 % 

Sumber: Data diolah 
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Berdasarkan tabel di atas, Provinsi Sumatera Selatan memiliki tingkat dengan 

rata-rata sebesar 89,40%. Pada tahun 2017 realisasi belanja barang dan jasa 

memiliki persentase sebesar 91,57%, kemudian pada tahun 2018 dan 2019 

mengalami penurunan masing-masing sebesar 91,25% dan 84,85%. Pada tahun 

2020 realisasi belanja barang dan jasa mengalami kenaikan menjadi 91,48% 

kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali menjadi 87,84%.  

Tingkat serapan yang rendah pada belanja barang dan jasa di Provinsi 

Sumatera Selatan disebabkan karena sumber daya manusia yang masih belum 

kompeten dalam melakukan pelayanan terhadap pengadaan barang dan jasa serta 

lambatnya proses tender akibat sistem administrasi yang terkendala 

(MediaIndonesia.com). Selain itu, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Sinaga 

(2016) yang menjelaskan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya 

penyerapan anggaran yaitu banyaknya institusi yang ragu dan takut dalam 

menjalankan penyerapan anggaran, karena banyaknya kasus korupsi yang berhasil 

diungkap KPK, khususnya dalam hal pengadaan barang dan jasa.  

Hal ini pun sejalan dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Provinsi 

Sumatera Selatan pada pengaturan tender atau lelang pengadaan barang dan jasa, 

dengan adanya rasa takut para pejabat perbendaharaan menjadi lebih berhati-hati 

dalam menggunakan anggaran, akibatnya banyak yang enggan merealisasikan 

program kegiatan yang telah dianggarkan sehingga penyerapan anggaran belanja 

dan jasa menjadi rendah (MAKI, 2021).   

Dampak dari serapan anggaran yang rendah tersebut akan mereduksi 

akselerasi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, dengan 

adanya kegagalan target pada penyerapan anggaran, akan berakibat pada hilangnya 

manfaat belanja, banyak dana yang tidak terpakai / menganggur karena dana yang 

telah dialokasikan sebelumnya tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini 

tentu memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, karena program yang 

telah direncanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menjadi terhambat, 

seperti program pembangunan daerah, program penanggulangan kemiskinan, serta 

program investasi dan pengembangan usaha. Akibat lain dari serapan anggaran 
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yang kurang optimal akan menurunkan jumlah lapangan kerja yang menyebabkan 

tingkat pengangguran semakin tinggi.  

Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2020, pemerintah daerah (Pemda) 

memiliki peran dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya berdasarkan 

asas otonomi serta wajib untuk menyampaikan laporan keuangan pemerintah 

daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, sehingga 

pemerintah daerah dapat dinilai kinerja nya dalam mengelola keuangan daerah. 

Pengukuran kinerja keuangan sangat penting dilakukan untuk menilai akuntabilitas 

pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya secara baik dan benar 

serta sebagai pelaporan atas pengelolaan sumber daya yang telah dikelola oleh 

pemerintah daerah setempat (Sijabat et al., 2014). Analisis rasio keuangan terhadap 

anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang sudah ditetapkan 

merupakan salah satu cara untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah 

(Marlissa et al., 2021). Beberapa rasio keuangan yang bisa digunakan untuk 

mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah antara lain rasio efektivitas, rasio 

efisiensi, rasio kemandirian, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan (Pratama, 

2017). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmasari dan Wuryani (2021)  

mengenai analisis kinerja pemerintah daerah pada Kota Mojokerto Tahun 2014 – 

2016 menjelaskan bahwa tingkat kemandirian daerah Kota Mojokerto 

dikategorikan sangat rendah, rasio derajat desentralisasi tergolong rendah, rasio 

efektivitas tergolong sangat efektif, rasio efisiensi tergolong tidak efisien, rasio 

pengelolaan belanja menunjukkan penurunan tiap tahunnya, dan rasio keserasian 

menunjukkan tingkat keserasian yang lebih besar pada belanja operasi 

dibandingkan belanja modal. Kemudian, terdapat penelitian yang dilakukan oleh 

Susanto (2019) mengenai analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja 

keuangan pemerintah daerah Kota Mataram tahun 2012 – 2015 yang mendapatkan 

hasil bahwa rasio efektivitas Kota Mataram dikategorikan efektif, tingkat efisiensi 

kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Mataram dikategorikan kurang efisien, 

kemandirian pengelolaan keuangan dikategorikan masih rendah, perhitungan 

aktivitas pengelolaan keuangan daerah masih rendah, dan perhitungan 

pertumbuhan pengelolaan keuangan daerah dikategorikan kurang baik. 
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Berdasarkan hal-hal yang telah dijabarkan di atas, maka penelitian dalam 

penyusunan skripsi ini berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah 

Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017-2021”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki penyerapan anggaran belanja 

yang rendah terutama pada pengadaan barang dan jasa dengan rata-rata realisasi 

sebesar 89,40%. Rendahnya realisasi belanja barang dan jasa disebabkan karena 

kualitas SDM yang rendah, proses tender yang lambat, dan adanya prinsip kehati-

hatian dalam penggunaan dana anggaran. Dampak dari serapan anggaran yang 

rendah ini akan berpengaruh pada kualitas kinerja keuangan pemerintah daerah 

karena banyaknya program yang tidak mencapai sasaran, seperti program 

pembangunan daerah, program penanggulangan kemiskinan, serta program 

investasi dan pengembangan usaha.  

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan 

yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan periode 

2017-2021 jika dinilai berdasarkan rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, 

pertumbuhan, dan derajat desentralisasi? 

2. Bagaimana hasil penilaian pada kinerja keuangan Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan periode 2017-2021? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

periode 2017-2021 yang dinilai berdasarkan rasio kemandirian, efektivitas, 

efisiensi, pertumbuhan, dan derajat desentralisasi. 

2. Untuk menginterpretasikan hasil dari pengukuran kinerja keuangan Pemerintah 

Provinsi Sumatera Selatan periode 2017-2021. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta pengetahuan 

tentang kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta dapat 

dijadikan salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya. 

 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Pemerintah 

Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah daerah lainnya mengenai penggunaan 

analisis rasio keuangan sebagai salah satu metode dalam menilai kinerja keuangan 

daerah. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari pendahuluan, tinjauan 

pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta penutup, dengan 

penjelasan sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi latar belakang yang menjelaskan alasan dilakukannya 

penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi tinjauan pustaka, penelitian terdahulu dan kerangka penelitian. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data 

penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data. 

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan membahas mengenai gambaran umum Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan, serta menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan. 
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BAB V: PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan serta saran atas penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, 

kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu: 

1. Penilaian kinerja keuangan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2021 

dimaksudkan untuk mengukur dan menginterpretasikan hasil yang telah dicapai 

oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas kinerja keuangannya selama 

lima tahun anggaran. Adapun hasil dari pengukuran kinerja tersebut diraikan 

sebagai berikut: 

a. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2017-2021 memiliki 

rasio kemandirian rata-rata 63,41% dengan kategori sedang dan memiliki 

pola hubungan partisipatif. Hal ini disebabkan adanya peningkatan terhadap 

pendapatan transfer terutama pada dana alokasi khusus non fisik seperti 

alokasi dana BOS pendidikan dan pemberian tunjangan profesi guru PNSD, 

serta meningkatnya perolehan pajak daerah yang berasal dari pungutan 

pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB). Hal ini menunjukkan 

bahwa peran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dinilai cukup mampu 

dalam melaksanakan otonomi daerahnya. 

b. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2017-2021 memiliki 

rasio efektivitas rata-rata 94,89% dengan kategori efektif. Hal ini 

disebabkan adanya kenaikan penerimaan pajak karena dilakukannya 

reformasi struktur perpajakan serta adanya kebijakan mengenai refocusing 

dan realokasi APBD sebagai bentuk percepatan penanganan COVID-19. 

Hal ini menunjukkan bahwa secara umum Pemerintah Provinsi Sumatera 

Selatan sudah efektif dalam merealisasikan penerimaan PAD. 

c. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2021 memiliki rasio 

efisiensi rata-rata 95,19% dengan kategori kurang efisien. Hal ini 

disebabkan karena belanja hibah mengalami peningkatan yang dananya 
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dialokasikan kepada organisasi kemasyarakatan serta beberapa rumah sakit, 

adanya peningkatan pada program pembangunan dan perluasan ruas jalan, 

serta adanya peningkatan pada belanja gaji pokok PNS dan belanja 

tambahan penghasilan PNS. Dengan meningkatnya rasio efisiensi, 

menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dinilai 

belum optimal dalam menggali potensi pendapatan daerahnya, sementara 

itu realisasi belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan lebih besar jika 

dibandingkan dengan realisasi pendapatan yang diperolehnya.   

d. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2021 memiliki rasio 

pertumbuhan rata-rata 8,23%. Rasio pertumbuhan menunjukkan tren yang 

menurun dari tahun 2017-2020, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 

2021. Pertumbuhan mengalami kecenderungan positif pada beberapa tahun 

dan mengalami pertumbuhan negatif pada satu tahun. Penurunan 

pertumbuhan disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi global yang melambat 

sehingga sektor utama perekonomian Provinsi Sumatera Selatan yang 

berbasis komoditas ikut mengalami penurunan, selain itu terjadi penurunan 

pendapatan dan daya beli masyarakat serta meningkatnya angka 

pengangguran sebagai dampak pandemi COVID-19. Kenaikan 

pertumbuhan disebabkan oleh meningkatnya capaian pendapatan pajak 

daerah yang berasal dari pajak rokok, pajak atas air, pajak kendaraan 

bermotor, pajak bahan bakar dan bea balik nama kendaraan bermotor. 

e. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2021 memiliki rasio 

derajat desentralisasi rata-rata 37,97% dengan kategori cukup. Hal ini 

disebabkan karena tarif progresif atas pajak kendaraan bermotor belum 

optimal, masih terdapat tunggakan pajak kendaraan bermotor dan adanya 

penerapan kebijakan terhadap kendaraan bekas pakai roda dua. Hal ini 

menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dinilai 

cukup mampu dalam menyelenggarakan desentralisasi. 

2. Secara umum, jika ditinjau berdasarkan rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, 

pertumbuhan dan derajat desentralisasi, kinerja keuangan Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan dinilai cukup baik dalam mengelola APBD-nya. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, saran yang dapat 

diberikan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

a. Berdasarkan rasio kemandirian, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

diharapkan mampu untuk meningkatkan PAD nya dengan meningkatkan 

perolehan pajak maupun retribusi daerah, agar dapat memperkecil tingkat 

ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat. Hal ini dapat dilakukan 

dengan meningkatkan pelayanan sistem elektronik perpajakan, sosialisasi 

rutin kepada masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak serta 

melakukan penegakan hukum melalui pemberian sanksi yang tegas kepada 

wajib pajak. Selain itu, untuk meningkatkan retribusi daerah dapat 

dilakukan dengan mengoptimalkan pengawasan terhadap pemungutan 

retribusi, baik pemanfaatan jasa umum ataupun jasa usaha dan perizinan. 

b. Berdasarkan rasio efektivitas pendapatan, Pemerintah Provinsi Sumatera 

Selatan diharapkan dapat meningkatkan komponen PAD yang belum 

mencapai sasaran sepeti lain-lain PAD yang sah dan pendapatan hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hal ini dapat dilakukan 

dengan meningkatkan penjualan aset BMD (Barang Milik Daerah) melalui 

lelang secara rutin dan terencana, sehingga diharapkan perolehan PAD 

menjadi bertambah. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan 

meningkatkan kerja sama terhadap BUMD dan perusahaan swasta guna 

memberikan sumbangsih terhadap penerimaan PAD, baik dalam bentuk 

pajak maupun dividen. 

c. Berdasarkan rasio efisiensi terhadap perbelanjaan, Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan diharapkan dapat menggunakan dana belanjanya secara 

optimal terutama terhadap belanja operasi, agar penggunaan anggaran 

tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya sehingga tidak 

terjadi pemborosan dana. Serta diharapkan Pemerintah Provinsi Sumatera 

Selatan dapat lebih memperhatikan perencanaan tata kelola, pelaporan dan 

memberikan pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran terhadap 

belanja tak terduga yang difokuskan dalam penanganan pandemi COVID-
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19, agar dana tersebut dapat digunakan dengan baik dan tepat sasaran, guna 

memulihkan dan merangsang kegiatan ekonomi di Provinsi Sumatera 

Selatan.  

d. Berdasarkan rasio pertumbuhan pendapatan, Pemerintah Provinsi Sumatera 

Selatan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan dengan 

mengembangkan sektor daerah yang potensial seperti pertanian, perikanan, 

pertambangan dan energi. Hal ini dapat dilakukan dengan modernisasi dan 

mekanisasi pertanian menggunakan teknologi terbaru agar lahan pertanian 

dapat tergarap secara maksimal, intensifikasi perikanan budidaya dengan 

meningkatkan produktivitas lahan dan media budidaya, percepatan 

pembangunan double track dan jalan khusus batubara, serta optimalisasi 

pemanfaatan energi terbarukan khususnya untuk daerah-daerah terpencil. 

e. Berdasarkan rasio derajat desentralisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera 

Selatan diharapkan dapat menggali dan memaksimalkan sumber-sumber 

pendapatan daerah yang lebih bervariatif. Adapun hal yang dapat dilakukan 

berupa mengadakan kerja sama dengan daerah lain, pihak ketiga, dan/atau 

lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya dengan topik yang sama tentang penilaian kinerja 

keuangan, diharapkan dapat menambah sumber data penelitian seperti data 

primer, dengan melakukan wawancara dan menggali data / informasi secara 

langsung terhadap pihak-pihak yang terkait, agar hasil penelitian yang 

dihasilkan menjadi lebih akurat. 
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